KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI AIR HITAM ; '

_ TAHUN 2018 - .
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 97 Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air
Hitam ditetapkan dengan Peraturan Nagari ; :
b.  bahwa Wali Nagari Air Hitam telah menyampaikan secara
resmi Peraturan Nagari Air Hitam tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018 pada
Rapat Paripurna tanggal 12 Maret 2018;
C. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana
dimaksud huruf c diatas, telah dibahas BAMUS Nagari
bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ; T 5 :
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana (fjmaksud
pada huruf a, huruf b huruf ¢ dan huruf d diatas. perlu

Hitam terhadap Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun
Anggaran 2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan
Permusyawaratan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah” Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran-Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); : :

O

10.

11.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor

—Peraturan—Pemerinta *Nom'or““»SS-'—Tah:uii 2005 ‘-_-‘t@r{t’ang’i“-;z_
‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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13.

14

15

16

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Negara(Lembaran Negara Republik gln_donesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694); ‘ ?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang
Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat
Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya
atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan I

pan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; | :
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinégal dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan
Masyarakat;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir SelatanNomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun
2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan alokasi dana
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Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2018;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun
2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Nagari yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun
2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2018;

23  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun
2017 tentang Prioritas Penggunaan dana Nagari Tahun

Anggaran 2018; . !
 MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun
Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Air
Hitam;

KEDUA :  Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut ;

_1 PENDAPATAN NAGARI . Rp  1.146.599.000,00,-

2 BELANJA NAGARI ' Rp 114380085730,

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

a. Nagari Rp 435.220.074,78, -
b.  Bidang Pembangunan Nagari Rp 534.157.600,00,-
€. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 13.310.800,00,-
d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 161.112.382,52,-
- Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja

R 1.143.800. -
Surplus/ (Defisit) ! 0085730,

Rp. 2.798.142,70,-

3 PEMBIAYAAN NAGARI Rp (2.798.142,70)
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a. Penerimaan Pembiayaan Rp 27.201.857,30,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 30.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Rp. (2.798.142,70),-

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan

Rp. 0,00

Anggaran

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA .

Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih
dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan
Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang
ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari:

Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. = |

Keputusan ini mulai berlaku Zpada tanggal d_itefapkgin : i

Ditetapkan di Air Hitam
Pada tanggal 12 Maret 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN

Scanned by CamScanner



